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Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 

ABSTRAK: - Pengujian Kendaraan bermotor dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya lalu 

lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta 

mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan khususnya dari polusi udara yang bersumber 

dari kendaraan bermotor; pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk 

pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna mewujudkan 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di jalan; 

dalam rangka menjamin kepastian hukum perlu disusun Perda sebagai dasar Penyelenggaraan 

Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.  

- Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2009; UU No.55 Tahun 

2012; PP No.55 Tahun 2012; Permen HUB No. PM 133; Permendagri No.90 Tahun 2019; Perda 

No.8 Tahun 2016.  

- Penyelenggaraan PKB dimaksudkan untuk: a. memberikan jaminan keselamatan secara 

teknik terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di 

jalan; b. mewujudkan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang 

diakibatkan pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; 

dan c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Penyelenggaraan PKB bertujuan: a. 

meningkatkan efisiensi biaya transportasi mobil penumpang umum, mobil bus, kereta 

gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; b. mengurangi tingkat kecelakaan 

lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan bermotor; dan c. memberikan 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKB. Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil 

Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji 

Berkala terkecuali: Kendaraan Bermotor Milik TNI/POLRI, Kendaraan baru sebagai barang 

dagangan dan kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat 

keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus uji berkala sebelumnya 

diserahkan kembali ke dinas. Pelaksanaan Pelayanan PKB dilaksanakan oleh UPT PKB. 

Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, 

rumah-rumah dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. 

Pengujian persyaratan laik jalan meliputi: a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas 

buang; b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; c. kemampuan rem utama; d. 

kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu 

utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; h. kedalaman alur ban; dan i. daya tembus cahaya 

pada kaca. Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila memenuhi: a. persyaratan 

administrasi; b. persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan c. ambang batas laik jalan 

kendaraan bermotor. Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan 

teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan tanda bukti lulus uji berkala 

kendaraan bermotor.  

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021. 



- Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.  
 

 


